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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL 

BENDA YANG SEDANG MENJADI OBJEK JAMINAN 

 

SEPTIAN WAHYU 

502017108 

Jaminan fidusia adalah Jaminan kebendaan atas benda baik yang bergerak 

maupun tidak bergerak sehubungan dengan hutang-piutang antara  debitur dan 

kreditur. Setelah perjanjian kredit berjalan, ada sebagian pihak debitur yang 

beritikad buruk dengan mengalihkannya dengan menjual atau menyewakan benda 

tersebut tanpa sepengetahuan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penegakan hukum kasus jaminan fidusia secara pidana dan untuk mengetahui 

optimalisasi hukum yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan pengalihan 

objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa seizin dari kreditur. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu 

debitur dapat dikategorikan melakukan perbuatan tindak pidana mengalihkan 

objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia bahwa pemberi fidusia 

dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda 

yang menjadi objek jaminan,  kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari penerima fidusia. 

 

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Tindak Pidana 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya 

dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. 

Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan 

perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan 

yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu 

usahanya adalah memberikan kredit.1 Secara garis besar, dikenal dua macam 

bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan 

yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan 

kebendaan yang di kenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.2 

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara 

pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, 

pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, 

namun penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan 

fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan 

fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan fidusia adalah jaminan 

kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud  

Maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara 

debitur dan kreditur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak 

 
1 Tan Kamello,Hukum Jaminan Fidusia, Bandung, PT Alumni, 2014, hlm. 1. 
2Ibid., hlm. 2. 
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bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal hal yang tidak 

dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi 

objek adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.3 

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang jaminan fidusia, jaminan 

fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditor lainnya. Perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, 

yang dijaminkan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya 

tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. 

Praktek dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga diikat dengan 

perjanjian fidusia. Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pemegang fidusia memiliki 

hak preferen untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia. Konsekuensinya dalam hal terjadi 

pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam 

pembiayaan leasing, maka pihak kreditur dan  pemegang fidusia dapat 

dipidanakan oleh pihak debitur berdasarkan ketentuan pasal 36 yang 

mengatakan pemberi fidusiayang mengalihkan,menggadai, atau menyewakan 

 
3Pratama Febriansyah, Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia 

Dari Sudut Pandang Hukum Pidana, Diponegoro Law Review, Vol. 5. No. 2, 2016, hlm. 3. 
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benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan 

tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana paling 

lama 2 (tahun) dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah). Selanjutnya direkomendasi, sesuai asas hukum lexpecialisderogatelex 

generalis, maka dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa 

pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan leasing yang 

diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum 

pidana.4 

Berdasarkan pemikiran diatas, peneliti ingin lebih mengetahui dan 

memahami tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang melakukan 

pelanggaran melalui hukum pidana. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul 

skripsi “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA 

MENJUAL BENDA YANG SEDANG MENJADI OBJEK JAMINAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

menarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana yang 

menjual benda yang menjadi objek jaminan? 

2. Apakah akibat hukum jual beli terhadap benda yang sedang menjadi objek 

jaminan? 

 

 

 
4Ibid.,hlm. 4-5. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. TujuanPenelitian 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

yang menjual benda yang menjadi objek jaminan 

b. Untuk mengetahui akibat hukum jual beli terhadap benda yang sedang 

menjadi objek jaminan 

2. KegunaanPenelitian 

a. Memberikan wawasan khususnya kepada mahasiswa lain mengenai 

penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual 

benda yang menjadi objek jaminan 

b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia. 

 

D. Kerangka Konseptual 

1. Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum merupakan rangkaian proses 

penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti 

keadilan dan kebenaran kedalam bentuk bentuk konkret, dalam 

mewujudkannya membutuhkan suatu pihak seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan 

hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan 

hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu 

keadilan. 

2. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik 

berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, 
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yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 

hak tanggungan atau hipotik.5 

3. Di dalam KUHPerdata Pasal 499 Objek jaminan adalah benda seperti 

diatur dalam yaitu “tiap tiap barang dan tiap tiap hak yang dapat dikuasai 

oleh hak milik. 

 

E. Metode Penelitian 

Menurut Sumaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian 

merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara 

penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-

rumus, dan teori-teori suatu ilmu, untuk menguji kebenaran atau mengadakan 

verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa 

alamiah, sosial atau peristiwa hukum tertentu.6 

Penelitian ini mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang 

berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, penelitian ini termasuk 

kategori penelitian kepustakaan (libraryresearch), yang merupakan suatu 

penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis 

normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan 

mengumpulkan bahan hukum penunjang yang ada di perpustakaan. 

 
5Tan Kamello, Op.Cit., hlm. 23. 
6Intan MutiariSolihah, 2017 Tinjuan Yuridis Mengenai Transaksi E-Commerce 

Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta. hlm. 10. 
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2. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : data 

sekunder.7 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama, 

data sekunder bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian, laporan, dan lainnya. 

Data sekunder yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini ialah menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu dengan 

cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, 

buku, Koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.8 

 

 
7Desi Rayani Ginting, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Aborsi Oleh Anak 

Akibat Hubungan Diluar Perkawinan, (Skripsi), Fakultas Universitas Sumatera Utara, hlm. 

18 
8Ibid., hlm. 19. 
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4. Analisis Data 

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam 

bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem 

penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun analisis data akan dilakukan 

dengan metode atau pendekatan kualitatif. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan pemahaman dalam upaya mendapatkan jawaban 

atas rumusan masalah permasalahan, maka akan diuraikan secara garis besar 

dalam sistematika penulisan. Pada bagian ini terdapat ringkasan garis besar 

dari empat bab yang terdapat didalam skripsi. Setiap bab terdiri dari beberapa 

sub bab yang akan mendukung keutuhan pembahasan setiap bab sistematika 

penulisan hukum berjudul “Penegakan hukum pelaku tindak pidana menjual 

benda yang sedang menjadi objek jaminan” adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, 

Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian serta Sistematik 

Penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA   

Bab ini berisi materi berupa uraian sistematis sebagai landasan 

teori atau kerangka pikiran yang diperlukan untuk pembahasan 

dalam pemecahan masalah sesuai topik yang diteliti, antara 

lain:Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, 
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Pengertian Jaminan, dan Benda-Benda yang Menjadi Objek 

Jaminan. 

BAB III : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BENDA YANG 

MENJADI OBJEK JAMINAN. 

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis terhadap 

pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang 

menjual benda yang menjadi objek jaminan dan analisis akibat 

hukum jual beli terhadap benda yang sedang menjadi objek 

jaminan. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan yang menjadi kesimpulan dan saran 

penulis terhadap analisis kasus.  
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